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Abstract

This study aims to determine the effect of the government's internal control system variables and the
competency of village government officials on fraud prevention with accountability as an intervening variable.
This research is a survey research. Questionnaires were distributed to respondents using a mail survey. The
research object was the Village Government in Aimas District, Sorong Regency, with a research population of
231 respondents, with a total sample of 120. Respondents' answers were processed as many as 108. The sample
used purposive sampling method. The collected data were analyzed using the Partial Least Square (PLS)
method with the WarpPLS software version 7.0. The results of the study show that the government's internal
control system has a significant positive effect on accountability and fraud prevention. While competence has
no effect on accountability, competence has a significant positive effect on fraud prevention. The results of the
mediation test confirmed that accountability is an intervening variable related to the effect of the government's
internal control system on fraud prevention, whereas accountability is not an intervening variable related to the
influence of competence on fraud prevention.

Keywords: Government internal control system, village government apparatus competence, fraud prevention,

accountability.

1. PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa maka Undang-Undang
tersebut menjadi dasar hukum yang jelas dan tegas
mengenai diterapkannya asas desentralisasi dalam
pengelolaan pemerintahan desa. Undang-undang
tersebut telah mendekatkan pembangunan terhadap
desa dari objek pembangunan menjadi subjek
pembangunan. Prioritas pembangunan pemerintah
sesuai program Nawa cita pemerintah yaitu untuk
meningkatkan pembangunan di desa. Pembangunan
desa melalui dana desa menjadi suatu prioritas
pemerintah saat ini, sebab untuk pembangunan dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan
khususnya di daerah tertinggal, terdepan dan terluar
(Arfiansyah, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka
ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
APBN. Menurut PP tersebut, dana desa dikelola
secara tertib taat pada ketentuan peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan dan bertanggung jawab maka merupakan
penegasan bahwa pengelolaan dana desa harus
terbebas dari praktik korupsi. Korupsi telah dianggap
sebagai kecurangan (fraud) yang sering terjadi di
sektor publik. Kecurangan (fraud) merupakan
tindakan yang dilakukan seseorang atau berkelompok
secara ilegal baik disengaja maupun tidak disengaja

untuk  memperoleh  keuangan dengan cara
mendapatkan uang, aset, dan lainnya sehingga dapat
merugikan orang lain atau pihak tertentu (Laksmi
dan Sujana, 2019).

Fenomena kasus korupsi/fraud dana desa yaitu
pada data ICW mencatat korupsi di sector anggara
desa menjadi kasus yang banyak ditindak oleh
apparat penegak hukum seperti pada tahun 2019
sebanyak 46 kasus korupsi (kompas.com, 2020) dan
pada tahun 2020 kasus korupsi anggaran desa
sebanyak 44 kasus. Selain fenomena kasus tersebut,
praktik korupsi penyalahgunaan dana desa juga
terjadi di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat
tepatnya di Kampung Warga Nusa Il sebanyak Rp
844 juta (klikpapua.com, 2020).

Berdasarkan fenomena tersebut maka,
diperlukannya tindakan pencegahan untuk mencegah
terjadinya  tindakan  kecurangan.  Pencegahan
kecurangan (fraud) merupakan upaya yang dapat
dilakukan untuk mencegah terjadinya faktor
penyebab kecurangan (Eldayanti dkk, 2020).

Tindakan pencegahan fraud dapat dilakukan
dengan mengaktifkan dan menerapkan sistem
pengendalian intern. Sistem pengendalian intern
merupakan proses integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh
pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan
keyakinan memadai atas terapainya tujuan organisasi
melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
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pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
(Ayem dan Kusumasari, 2020). Sistem pengendalian
intern dilakukan sesuai dengan pedoman

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
sebagai tolak ukur dan standar pengendalian
pelaksanaan dana desa. SPIP menjaga proses operasi
pemerintah agar sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan.

Faktor lain yang mempengaruhi pencegahan
terjadinya fraud adalah diperlukannya kompetensi
aparatur pemerintah desa. Menurut Laksmi dan
Sujana, (2019) mengatakan bahwa pemerintah desa
dalam hal melakukan pengelolaan keuangan desa
dituntut untuk melaksanakan tugas-tugas secara
akuntabel dan transparan agar tidak terjadi tindakan
penyelewengan dana. Oleh karena itu, kompetensi
sumber daya manusia yang berkualitas sangat
dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban
dalam pengelolaan keuangan desa. Kompetensi
sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparatur
pemerintah desa juga menjadi tolak ukur dalam
pengelolaan dana desa yang baik dan akuntabel
sebab aparatur pemerintah desa yang berkompeten
dan memiliki kemampuan dalam mengelola dana
desa akan mudah menjalankan tugasnya. Penelitian
mengenai pengaruh SPIP dan kompetensi aparatur
pemerintah desa terhadap pencegahan fraud
khususnya dalam pengelolaan dana desa masih rawan
sekali terjadi, namun menunjukkan hasil yang
berbeda. Menurut penelitian  SPIP  terhadap
pencegahan fraud menunjukkan Joseph (2015),
Atmadja  (2017), Adeleke (2019), Laksmi (2019),
dan Yusuf (2021) mengungkapkan bahwa SPIP
berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Namun
berbeda dengan Usman (2015), Wonar (2018).
Eldayanti (2020), Sofia (2020) dan Suandewi
(2021) yang mengungkapkan  bahwa SPIP tidak
berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Selain itu,
penelitian kompetensi aparatur pemerintah desa
terhadap pencegahan fraud menunjukkan Huslina
(2015), Widiyarta (2017), Wahyuni (2018), Wonar
(2018), dan Laksmi (2019) mengungkapkan bahwa
kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh
terhadap pencegahan fraud. Namun berbeda dengan
Durnila (2018), Huda (2018), Mahdi (2020),
Eldayanti (2020) dan Sariwati (2021)  yang
mengungkapkan bahwa kompetensi aparatur
pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap
pencegahan fraud.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa hasil
penelitian mengenai pengaruh kompetensi aparatur
pemerintah desa terhadap pencegahan fraud, juga
memberikan hasil research gap seperti pada variabel
SPIP. Oleh karen itu pada variabel SPIP dan

kompetensi aparatur pemerintah desa diperlukan
adanya penelitian lebih lanjut untuk menerangkan
hubungan kausal antara SPIP dan kompetensi
aparatur pemerintah desa terhadap pencegahan
fraud. Maka dalam penelitian ini, menambahkan
variabel akuntabilitas sebagai variabel intervening.
Pelaksanaan akuntabilitas dalam pemerintahan desa
sangat penting dilakukan demi tercapainya aspek tata
pemerintahan yang baik (good governance) (Saputri,
2020). Obyek penelitian ini adalah Kabupaten
Sorong Provinsi Papua Barat dengan alasan
Kabupaten Sorong merupakan Kabupaten Induk
yang sudah dimekarkan. Sebagai Kabupaten Induk,
Kabupaten Sorong menjadi acuan bagi Pemerintah
Daerah hasil pemekaran. Hal ini berarti bahwa
praktek pengelolaan keuangan desa di Kabupaten
Sorong menjadi tolok ukur bagi pemerintah desa di
Pemerintah Kabupaten/Kota hasil pemekaran. Oleh
sebab itu apabila pemerintah desa di Kabupaten
Sorong mampu melakukan pencegahan fraud secara
optimal maka diharapkan menjadi faktor pendorong
bagi pemerintah desa di Kabupaten /Kota hasil
pemekaran untuk melakukan hal yang sama. Distrik
Aimas dipilih sebagai sampel dikarenakan distrik
Aimas  merepresentasikan  Kabupaten  Sorong
menurut jumlah penduduk, ragam suku yang
mendiami dan tingkat perekonomian masyarakat,
sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian
dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah dan Kompetensi Aparatur Pemerintah
Desa terhadap Pencegahan Fraud Dalam
Pengelolaan Dana Desa, dengan Akuntabilitas
sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada
Desa/Kampung di Distrik Aimas Kabupaten Sorong).

2. METODE PENELITIAN
2.1. Sumber Data, Populasi dan Sampel

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data primer. Data dalam penelitian ini
diperoleh melalui penggunaan Teknik survey
kuesioner yang didistribusikan menggunakan pos
(mail survey). Selain itu, data yang diperoleh juga
dari metode wawancara dengan partisipan yaitu
Kepala Bidang Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan
pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pemerintah Kabupaten Sorong. Adapun populasi
penelitian ini adalah aparatur pemerintah desa di
wilayah Distrik Aimas Kabupaten Sorong. Jumlah
populasi sebanyak 231 orang yang meliputi Kepala
Kampung,  Sekretaris =~ Kampung, Bendahara
Kampung, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi
(Kasi), dan Badan Permusyawaratan Kampung
(Baperkam) dengan kriteria responden yang sudah
bekerja selama 1 tahun atau lebih yang memiliki
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pemahaman yang memadai mengenai SPIP dan
memiliki kompetensi yang cukup dalam mengelola
keuangan desa sehingga diharapkan mampu
merealisasikan akuntabilitas dan mencegah fraud
dalam pengelolaan keuangan desa. Penentuan Kriteria
tersebut merupakan Teknik sampling yaitu purposive
sampling atau penyampelan dengan kriteria.
Proporsi perhitungan perhitungan sampel dalam
penelitian ini merujuk pada pendapat Hair, et. al
berdasarkan hasil perhitungan sampel minimum.
Dalam perhitungan sampel minimum didapatkan
sampel sebanyak 81 responden, namun dalam
penelitian ini  diambil sampel sebanyak 120
responden atau 150% dari sampel minimum. Dari
120 kuesioner yang didistribusikan, diterima kembali
sebanyak 108 kuesioner, yang 12 kuesioner tidak
kembali.

2.2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teknik analisis statistik Partial
Least Square (PLS) dengan bantuan program
WarpPLS versi 7.0 karena dapat menguji hubungan
yang kompleks dengan banyak konstruk dan banyak
indikator (Ghozali, 2020). Analisis data yang
dilakukan dalam penelitian ini meliputi : analisis
statistik deskriptif, evaluasi model pengukuran atau
outer model (pengujian validitas: konvergen dan
diskriminan, pengeujian reliabilitas) serta evaluasi
model struktural atau inner model (Uji R-Squared,
Uji Partial F-test, Uji relevansi prediktif, dan
signifikansi hubungan jalur).

2.3. Model Persamaan Struktural

Gambar 1. Model Penelitian

Adapun model persamaan struktural dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1. Persamaan Struktural |

nl =vy1&1 +y2E2 +(

Keterangan:

nl= konstruk laten endogen akuntabilitas

v1= koefisien pengaruh konstruk laten eksogen SPIP
terhadap konstruk laten endogen akuntabilitas.

v2=  koefisien pengaruh konstruk laten eksogen
kompetensi terhadap konstruk laten endogen
akuntabilitas pengelolaan dana desa.

&l= konstruk laten eksogen SPIP.
&2= konstruk laten eksogen kompetensi.
(= error model.

2. Persamaan Struktural I1

N2 =vy3E1 +y4E2 + BInl +

Keterangan:

n2= konstruk laten endogen pencegahan Fraud.

v3= koefisien pengaruh konstruk laten eksogen SPIP
terhadap konstruk laten endogen Pencegahan
Fraud.

v4= koefisien pengaruh konstruk laten eksogen

Kompetensi terhadap konstruk laten endogen

Pencegahan Fraud.

B1= koefisien pengaruh konstruk laten endogen
Akuntabilitas terhadap konstruk laten endogen
Pencegahan Fraud.

&1= konstruk laten eksogen SPIP.

&2= konstruk laten eksogen Kompetensi.

nl= konstruk laten endogen Akuntabilitas.

€ = error model.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Hasil Penelitian
Model Pengukuran (Outer Model)

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas dalam
menguji pertanyaan dan indikator dari suatu
instrumen dalam model pengukuran atau outer model
dapat dinyatakan bahwa semua indikator dalam
angket (kuesioner) penelitian ini sudah reliabel, dan
dapat digunakan untuk penelitian.

Model Struktural (Inner Model)

Berdasarkan hasil penelitian dalam model
struktural atau inner model dapat diketahui bahwa
nilai koefisien determinasi (R-squared) variabel
akuntabilitas menunjukkan adanya hubungan yang
lemah, sedangkan variabel pencegahan fraud
menunjukkan adanya hubungan moderat terhadap
sistem pengendalian intern pemerintah.

Nilai Adjusted R-squared variabel akuntabilitas
sebesar sebesar 0,162 menunjukkan bahwa variabel
sistem pengendalian intern pemerintah dapat
mempengaruhi variabel akuntabilitas sebesar 16,2%
dan sisanya sebesar 83,8% dijelaskan oleh faktor-
faktor lain diluar model. Selain itu, nilai Adjusted R-
squared variabel pencegahan fraud sebesar 0,681
menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian
intern pemerintah dapat mempengaruhi variabel
pencegahan fraud sebesar 68,1% , dan sisanya
sebesar 31,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain
diluar model.

Analisis Jalur

Analisis jalur dalam model penelitian ini yaitu
seperti berikut :

a. Analisis Jalur |
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1) Variabel  sistem  pengendalian intern
pemerintah berpengaruh positif signifikan
terhadap variabel akuntabilitas.

2) Variabel kompetensi aparatur pemerintah desa

berpengaruh  positif  signifikan  terhadap
variabel akuntabilitas.
b. Analisis Jalur Il
1) Variabel  sistem  pengendalian  intern

pemerintah berpengaruh positif signifikan
terhadap variabel pencegahan fraud.
2) Variabel akuntabilitas berpengaruh positif
signifikan terhadap variabel pencegahan fraud.
3) Variabel kompetensi aparatur pemerintah desa
berpengaruh  positif  sisgnifikan terhadap
variabel pencegahan fraud.

Tabel 1. Kriteria dan Rule of Thumb Signifikan
Hubungan Jalur

Kriteria Rule of Thumb

Signifikansi Hubungan
Jalur

P-Value < 0,025 (Level
Signifikansi = 2,5%)

Untuk mengetahui signifikansi hubungan jalur
sebagaimana dinyatakan diatas digunakan rule of
thumb bahwa P- Value < 0,025 atau taraf signifikan
sebesar 2,5%. Artinya apabila angka signifikansi
lebih kecil dari taraf signifikansi 2,5% maka
kesimpulannya terdapat pengaruh atau sebaliknya
apabila angka signifikan lebih besar dari taraf
signifikansi  2,5% maka kesimpulannya tidak
berpengaruh.

3.2.Pembahasan

1) Hasil uji hipotesis pertama (H1) menunjukkan
H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sistem
pengendalian intern pemerintah pada pemerintah
kampung di lingkungan Distrik Aimas
berkategori baik dan akuntabel. Dalam analisis
tersebut semakin baik sistem pengendalian

internal dapat meningkatkan akuntabilitas
pengelolaan dana desa pada pemerintah
kampung di lingkungan Distrik  Aimas

Kabupaten Sorong. Dengan demikian hasil
penelitian ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Ichlas (2014), Aramide (2015),
Sari (2017), Martini (2019) dan Ayem (2020)
yang menyimpulkan bahwa sistem pengendalian
intern pemerintah mempunyai pengaruh positif
signifikan terhadap akuntabilitas.

2) Hasil uji hipotesis kedua (H2) menunjukkan H2
ditolak. Hal ini disebabkan bahwa dimana latar
belakang pendidikan sebagian besar responden
di dominasi oleh lulusan SMA. Meski hanya di
dominasi oleh lulusan SMA, dari hasil analisis
deskriptif  diketahui  bahwa  akuntabilitas

3)

4)

pemerintah kampung di lingkungan Distrik
Aimas dalam pengelolaan dana desa sudah
mampu  berkategori  akuntabel.  Meskipun
demikian, tingkat kompetensi tersebut dinilai
cukup lemah ketika nantinya diperhadapkan
dalam pengelolaan dana desa yang sangat besar.
Oleh karena itu, agar semakin meningkatkan
kompetensi aparatur pada pemerintah kampung

di lingkungan Distrik Aimas, BPKAD
seharusnya dapat secara rutin melakukan
pendampingan kegiatan pelatihan. Dengan

demikian hasil tersebut selaras dengan penelitian
yang dilakukan oleh Widyatama et. al. (2017),
Kharisma dan Widjantie (2021), Subarti dan
Rumsari (2021) yang menyimpulkan bahwa
kompetensi aparatur pemerintah desa tidak
berpengaruh terhadap akuntabilitas dalam
pengelolaan dana desa.
Hasil uji hipotesis ketiga (H3) menunjukkan H3
diterima. Hal ini selaras dengan Stewardship
Theory yang mendeskripsikan keberadaan
pemerintah desa sebagai organisasi sektor publik
yang dapat dipercaya dan diandalkan, akan
melakukan tindakan yang baik yaitu mencegah
fraud untuk kepentingan bersama. Analisis
tersebut memberikan gambaran bahwa
sistem pengendalian intern yang terdapat
pada pemerintah kampung di lingkungan Distrik
Aimas Kabupaten Sorong sudah baik dan sangat
efektif ~ dalam  meminimalisir ~ tindakan
kecurangan dan kesalahan yang mungkin terjadi
pada pengelolaan dana desa. Dengan demikian,
hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Joseph (2015), Atmadja
(2017), Adeleke (2019), Laksmi (2019) dan
Yusuf (2021) yang menyimpulkan bahwa sistem
pengendalian intern pemerintah mempunyai
pengaruh positif signifikan terhadap pencegahan
fraud.
Hasil uji hipotesis keempat (H4) menunjukkan
H4 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa
akuntabilitas pengelolaan dana desa pada
pemerintah kampung di lingkungan Distrik
Aimas berkategori sangat baik dan sangat efektif
dalam meminimalisir tindakan kecurangan dan

kesalahan yang mungkin terjadi pada
pengelolaan dana desa pada pemerintah
kampung di lingkungan Distrik  Aimas

Kabupaten Sorong. Semakin baik mekanisme
pertanggungjawaban, dalam hal ini akuntabilitas
suatu  organisasi, maka dalam  praktik
kecurangan dalam pengelolaan dana desa akan
semakin mudah dicegah. Dengan demikian,
hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh  Soleman (2013),
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Beawiharta (2014), Jannah (2016), Larasati
(2019) dan Saputra (2020) yang sama-Sama
menyimpulkan bahwa akuntabilitas mempunyai
pengaruh positif signifikan terhadap pencegahan
fraud.

Hasil uji hipotesis kelima (H5) menunjukkan H5
diterima. Hal ini hasil data deskriptif diketahui
bahwa kompetensi aparatur pada pemerintah
kampung di lingkungan Distrik  Aimas
berkategori sangat kompeten. Hasil tersebut
secara jelas menggambarkan bahwa dengan
tingkat kompetensi aparatur pemerintah desa
yang ada saat ini, sudah mampu meminimalisir
tindakan kecurangan dan kesalahan yang
mungkin terjadi pada pengelolaan dana desa
pada pemerintah kampung di lingkungan Distrik
Aimas Kabupaten Sorong. Dengan demikian,
hasil penelitian ini sejalan dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Huslina (2015),
Widiyarta (2017), Wahyuni (2018), Wonar
(2018) dan Laksmi (2019) yang menyimpulkan
bahwa kompetensi aparatur pemerintah desa
dalam pengelolaan dana desa  mempunyai
pengaruh positif ~ sisgnifikan  terhadap
pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.
Hasil uji hipotesis keenam (H6) menunjukkan
H6 diterima. Hal ini menunjukkan akuntabilitas

dalam implementasi sistem pengendalian
internal  mampu  mempengaruhi  terhadap
pencegahan fraud. Artinya bahwa sistem

pengendalian intern pemerintah meningkatkan
akuntabilitas pengelolaan dana desa yang akan
berdampak pada semakin  meningkatnya
aktivitas pencegahan fraud. Dalam rangka
mengoptimalkan pencegahan fraud pengelolaan
dana desa, maka pemerintah desa harus
menerapkan  sistem  pengendalian intern
pemerintah desa dengan baik agar akuntabilitas
pengelolaan dana desa semakin baik pula
sehingga mampu mengoptimalkan pencegahan
fraud dalam praktik pengelolaan dana desa.

Dengan  demikian, hasil penelitian ini
memberikan gambaran dan bukti yang jelas
bahwa semakin kuat dan optimal sistem
pengendalian intern yang ada di dalam
pemerintahan  desa, maka akan dapat
meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa
dalam mengelola dana melalui proses

penyusunan dan pelaporan keuangan yang lebih
tepat dan efektif, sehingga pada akhirnya akan
dapat mengurangi terjadinya kesalahan ataupun
kecurangan yang mungkin akan dilakukan oleh
aparatur pemerintah desa.

Hasil uji hipotesis ketujuh (H7) menunjukkan
H7 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa

4

akuntabilitas sebagai imbas dari kompetensi
para aparatur pemerintah desa dalam mengelola
dana, tidak mampu mempengaruhi peningkatan
upaya- upaya dalam mencegah terjadinya fraud.
Artinya akuntabilitas tidak dapat diharapkan
sebagai upaya untuk meningkatkan pencegahan
fraud. Penelitian ini telah membuktikan bahwa
hanya dengan melalui peningkatan kompetensi
aparatur pemerintah desa, baik kompetensi
secara individu maupun kompetensi secara tim
kerja yang dapat digarapkan akan dapat
mencgah sejak awal, dan secara optimal
terjadinya fraud.

Dengan demikian, hasil ini telah memberikan
gambaran dan bukti yang jelas bahwa
akuntabilitas pemerintah kampung di
lingkungan Distrik Aimas dalam mengelola
dana, tidak mampu meningkatkan pengaruh
tingkat kompetensi aparatur desa terhadap
peningkatan berbagai upaya untuk mengurangi
terjadinya kesalahan ataupun kecurangan (fraud)
yang mungkin akan dilakukan oleh aparatur
pemerintah kampung di lingkungan Distrik
Aimas.

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

a.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
terhadap Akuntabilitas dengan pengujian P-Value
menghasilkan 0,001 (< 0,025). Maka Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas
dalam pengelolaan dana desa pada pemerintah
desa di lingkungan Distrik Aimas Kabupaten
Sorong dengan demikian H1 diterima .

Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa
terhadap Akuntabilitas dengan pengujian P- Value
menghasilkan 0,386 (> 0,025). Maka Kompetensi
Aparatur Pemerintah Desa tidak berpengaruh
terhadap Akuntabilitas dalam pengelolaan dana
desa pada pemerintah desa di lingkungan Distrik
Aimas Kabupaten Sorong dengan demikian H2
ditolak.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
terhadap Pencegahan Fraud dengan pengujian P-
Value menghasilkan 0,024 (< 0,025). Maka
Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Pencegahan Fraud dalam pengelolaan dana desa
pada pemerintah desa di lingkungan Distrik
Aimas Kabupaten Sorong dengan demikian H3
diterima.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pencegahan
Fraud dengan pengujian P-Value menghasilkan
0,022 (< 0,025). Maka Akuntabilitas berpengaruh
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positif dan signifikan terhadap Pencegahan Fraud
dalam pengelolaan dana desa pada pemerintah
desa di lingkungan Distrik Aimas Kabupaten
Sorong dengan demikian H4 diterima.

e. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa
terhadap Pencegahan Fraud dengan pengujian P-
Value menghasilkan 0,001 (< 0,025). Maka
Kompetensi  Aparatur ~ Pemerintah Desa
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Pencegahan Fraud dalam pengelolaan dana desa
pada pemerintah desa di lingkungan Distrik
Aimas Kabupaten Sorong dengan demikian H5
diterima.

f. Pengaruh  Akuntabilitas memediasi  Sistem
Pengendalian  Intern  Pemerintah  terhadap
Pencegahan Fraud dengan pengujian pendekatan
Zhao, Lynch, dan Chen (2010) menghasilkan
pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap
Pencegahan Fraud signifikan. Maka Akuntabilitas
mampu memediasi pengaruh Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah terhadap Pencegahan Fraud
dalam pengelolaan dana desa pada pemerintah
desa di lingkungan Distrik Aimas Kabupaten
Sorong dengan demikian H6 diterima.

g. Pengaruh Akuntabilitas memediasi Kompetensi
terhadap Pencegahan Fraud dengan pengujian
pendekatan Zhao, Lynch, dan Chen (2010)
menghasilkan pengaruh langsung signifikan
namun pengaruh tidak langsung (indirect) tidak
signifikan. Maka Akuntabilitas tidak mampu
memediasi  pengaruh  Kompetensi  terhadap
Pencegahan Fraud dalam pengelolaan dana desa
pada pemerintah desa di lingkungan Distrik
Aimas Kabupaten Sorong dengan demikian H7
ditolak.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan
yang peneliti hadapi selama melakukan penelitian,
maka saran yang diajukan untuk penelitian-penelitian
selanjutnya yaitu :

a. Pemerintah Daerah sebaiknya melaksanakan
pengendalian intern secara berkualitas terkait
pengelolaan dana desa agar akuntabilitas dalam
pengelolaan dana desa semakin meningkat.

b. Pemerintah Daerah sebaiknya membuat kebijakan
tentang Penerapan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah agar mampu semaksimal mungkin
mencegah tindakan fraud dalam pengelolaan dana
desa.

c. Pemerintah Daerah sebaiknya secara konsisten
dan rutin melaksanakan kegiatan Bimbingan
Teknis (Bimtek) dan Pendidikan dan Pelatihan
(Diklat) mengenai pengelolaan dana desa bagi

aparatur pemerintah desa agar kompetensi
aparatur pemerintah desa dalam mengelola dana
desa semakin meningkat.

. Pemerintah Daerah sebaiknya menerbitkan

Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala
Daerah tentang Implementasi Sistem Akuntansi
Pengelolaan Dana Desa yang menekankan pada
prinsip akuntabilitas sehingga mencegah sejak
awal munculnya fraud dalam pengelolaan dana
desa.

. Pemerintah Daerah sebaiknya melakukan upaya

yang sungguh- sungguh dalam meningkatkan
akuntabilitas pengelolaan dana desa agar Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah yang diterapkan
terkait pengelolaan dana desa benar-benar optimal
dalam mencegah terjadinya fraud.

. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan populasi

yang lebih luas, agar hasil penelitian nantinya
dapat digeneralisasikan.

. Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan

penggunaan metode pengumpulan data lain, selain
mail survey yang berpotensi menimbulkan bias
jawaban responden.

KETERBATASAN DAN IMPLIKASI

5.1. Keterbatasan
a. Metode pendistribusian menggunakan mail survey

yang berpotensi menimbulkan bias jawaban
responden.

. Kesulitan  didalam mengumpulkan kembali

kuesioner yang dikarenakan mengingat dan
menghormati kesibukan responden. Selain itu,
dengan kondisi yang tidak memungkinkan adanya
virus covid-19 sehingga ada beberapa perangkat
desa yang belum bekerja secara normal
menyebabkan harus menunggu sampai responden
kembali  bekerja. Hal ini memungkinkan
terjadinya perbedan persepsi terhadap pertanyaan-
pertanyaan yang ada dan terdapat kelemahan-
kelemahan jawaban yang diberikan sehingga
belum tentu menggambarkan keadaan yang
sebenarnya.

. R-squared persamaan struktural | hanya sebesar

0,177 yang Dberarti kemampuan prediksi
persamaan struktural | berkategori rendah.
Sedangkan R-squared persamaan struktural 1l
sebesar 0,690 yang berarti kemampuan prediksi
persamaan struktural Il berkategori moderat.

. Instrumen pengukuran variabel kompetensi

aparatur pemerintah desa kurang adanya
keterkaitan dengan variabel akuntabilitas, artinya
pada instrumen variabel kompetensi aparatur
pemerintah desa lebih menekankan kemampuan
responden dalam menjalankan tugas administrasi.
Oleh sebab itu, hasil dari penelitian variabel

Jurnal Akuntansi dan Pajak, ISSN 1412-629X | E-ISSN 2579-3055




Jurnal Akuntansi dan Pajak, 23(02), 2023, 7

kompetensi aparatur pemerintah desa hanya di
dominasi dengan lulusan SLTA.

5.2. Implikasi
Implikasi Teoritis

a.

1)

2)

3)

4)

5)

Hasil pengujian hipotesis yang menyatakan
bahwa sistem pengendalian intern pemerintah
berpengaruh positif terhadap akuntabilitas
diterima memberikan bukti empiris bahwa
sistem pengendalian intern  pemerintah
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Akuntabilitas. Bukti empiris ini sejalan
dengan  Stewardship  Theory  bahwa
pemerintah desa seharusnya menjalankan
amanah yang diembannya dengan sebaik-
baiknya melalui praktik pengelolaan dana desa
yang akuntabel.
Hasil pengujian hipotesis yang menyatakan
bahwa sistem pengendalian intern pemerintah
berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud
diterima memberikan bukti empiris bahwa
sistem  pengendalian intern  pemerintah
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pencegahan fraud. Bukti empiris ini sejalan
dengan Stewardship Theory bahwa pemerintah
desa seharusnya mengelola dana desa
berdasarkan prinsip good governance yang
salah satu prinsipnya adalah akuntabilitas.
Hasil pengujian hipotesis yang menyatakan
bahwa akuntabilitas berpengaruh  positif
terhadap  pencegahan  fraud  diterima
memberikan bukti empiris bahwa akuntabilitas
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pencegahan fraud. Bukti empiris ini sejalan
dengan Fraud Triangle Theory bahwa
capability pemerintah desa yang tercermin
pada akuntabilitas memiliki ~ manfaat
signifikan untuk pencegahan fraud dalam
pengelolaan dana desa.
Hasil pengujian hipotesis yang menyatakan
bahwa kompetensi aparatur pemerintah desa
berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud
diterima memberikan memberikan  bukti
empiris bahwa kompetensi berpengaruh positif
dan signifikan  terhadap pencegahan fraud.
Bukti empiris ini sejalan dengan Stewardship
Theoryy  bahwa  kompetensi  aparatur
pemerintah desa menjadi kebutuhan bagi
pemerintah desa untuk melakukan pencegahan
fraud dalam pengelolaan dana desa.
Hasil pengujian hipotesis yang menyatakan

bahwa variabel akuntabilitas memediasi
pengaruh  sistem  pengendalian  intern
pemerintah  terhadap pencegahan fraud

diterima memberikan bukti empiris bahwa

akuntabilitas mampu memediasi pengaruh
sistem  pengendalian intern  pemerintah
terhadap pencegahan fraud. Bukti empiris ini
sejalan dengan Stewardship Theory dan Fraud
Triangle Theory yang mendeskripsikan bahwa
Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah
memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas dan
akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap
pencegahan fraud.
b. Implikasi Praktis

1) Bagi Pemerintah Daerah yaitu pemerintah
daerah membuat kebijakan tentang penerapan
sistem pengendalian intern pemerintah dan
melakukan pengawasan/pengendalian intern
atas pengelolaan dana desa melalui Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah maupun
Inspektorat Daerah agar secara optimal dapat
mencegah terjadinya fraud dalam pengelolaan
dana desa.

2) Bagi Aparatur Pemerintah Desa yaitu aparatur
pemerintah desa berkenan meningkatkan
kompetensinya di bidang pengelolaan dana.
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